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Pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran
dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan
maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses
penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan
lingkungan hidup. Pemberian izin industri saat ini masih belum berorientasi pada
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kebijakan daerah yang
telah ada belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberian izin industri oleh
pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian dampak
lingkungan hidup melalui izin industri. Pendekatan masalah yang digunakan
adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan
adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan pemberian izin industri oleh
pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian dampak
lingkungan hidup melalui izin industri yang diberikan dilakukan dengan
mewajibkan perusahaan untuk memiliki dokumen UKL/UPL tersendiri
berdasarkan pada regulasi pemerintah terkait yaitu dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 tentang AMDAL dan Lingkungan. Dalam kaitannya dengan
kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, di bidang
industri maka kewajiban itu dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh izin usaha industri. Dengan demikian maka setiap industri yang
beroperasi akan terkena kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup. Pemberian izin industri oleh Pemerintah Daerah dijadikan
sarana pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan karena salah satu upaya
untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan
hidup adalah dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha industri.


